SALINAN

PROVINSI SULAWESI BARAT
BUPATI POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2318 TAHUN 2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025 - 2030
BUPATI POLEWALI MANDAR,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) huruf b
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor
P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perlu
membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2030;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, Perubahan
Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten
Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor
P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 89);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2030.

Menetapkan Pokja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2030 dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam = Lampiran
keputusan ini.

Pokja KLHS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
bertugas:

menyusun kerangka acuan kerja;

melaksanakan konsultasi publik;

membuat dan melaksanakan KLHS

melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam
Kebijakan, Rencana dan/atau Program;

melaksanakan penjaminan kualitas KLHS; dan
melaksanakan pendokumentasian KLHS.

oo

=0

Pokja dalam melakukan tugas, bertanggung jawab kepada
Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah.

Segala biaya yang digunakan sebagai akibat dari pelaksanaan
keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan
belanja (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran
2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,
ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Juni 2024

- Kepala Bagian Hukum

‘W ¥Y Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. |
NIP :197208182002121007



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 2318 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 JUNI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

Pembina/Pengarah : | 1. Bupati
2. Sekretaris Daerah
Penanggung Jawab : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
Ketua : | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sekretaris : | Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Anggota : | 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Polewali
Mandar
2. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan
Perencanaan
3. Inspektur Inspektorat
4. Kepala Badan Keuangan
S. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah
7. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
10. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan

11. Kepala Dinas Sosial

12. Kepala Dinas Kesehatan

13. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan
ESDM

14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

16. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

18. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik
dan Persandian

19. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan
Pariwisata

20. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, UMKM

21. Kepala Dinas Perhubungan

22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

24. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
Setda

25. Kepala Bagian Organisasi Setda

26. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan
Sumber Daya Alam Setda

27. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
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Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Wakil Direktur Umum dan Keuangan (Rumah
Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu)

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah Balitbangren

Kepala Bidang Ekonomi Balitbangren

Kepala Bidang Sosial dan Budaya Balitbangren
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Program Balitbangren

Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan
Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

Perencana Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Perencana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Perencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

Perencana Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan

Perencana Dinas Sosial

Perencana Dinas Kesehatan

Perencana Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan
ESDM

Perencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Perencana Dinas Pertanian dan Pangan
Perencana Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Perencana Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian

Perencana Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan
Pariwisata

Perencana Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, UMKM

Perencana Dinas Perhubungan

Perencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Rahmat, SP.,MM (Pengendali Dampak Lingkungan
Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan)

Nurul Rizki Nur Asrin, S.T.,MT (Analis Lingkungan
Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
Yusri (Komunitas Sahabat Penyu)

Putra Ardiansyah (Komunitas Laut Biru)
Rasmawati, S.Kom




PAKAR :| 1. Dr. Ir. Roland Alexander Barkey (Ahli Perencanaan
Wilayah)

2. Dr. Agussalim, SE.,M.Si (Ahli Ekonomi)

3. Andang Suryana Soma, S.Hut.,M.P.,Ph.D (Ahli
Lingkungan dan Kehutanan

4. Armin Ridha, S.Hut.,M.Si (Ahli Gis)

5. Anugrahandini Nasir, S.Hut.,M.Si (Ahli Pengolahan
Data)

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,
ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Juni 2024

Kepala Bagian Hukum

s
Qﬂ ity Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. |
NIP :197208182002121007
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